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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 869);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018
Nomor 1320);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022
Nomor 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
(Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1073);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor
574)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 696).

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa

proses Pemilu Tahun 2024 pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana

Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilhan Umum Kota Parepare

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu
Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan Dana Kampanye:



a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (4), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas:

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

Pasal 103 huruf (h), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pasal 104 huruf (g), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang
meliputi:

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

c) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan
Umum, yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye
sesuai dengan tingkatannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi
pelaporan Dana Kampanye yang meliputi::

a. sumber Dana Kampanye;
b. RKDK;

c. LADK;

d. LPSDK;

e. batasan Dana Kampanye,
f. LPPDK; dan

g. audit Dana Kampanye.

C. Bahwa berdasarkan pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum berbunyi:

1) Partai Politk Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib
disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
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3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka.

4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat.

5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politk Peserta Pemilu
dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan
menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.

6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.

D. Bahwa berdasarkan pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum berbunyi:

1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu
pada wilayah yang bersangkutan.

2) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU
melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai
sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

E. Bahwa sehubungan dengan batas akhir jadwal penyampaian Laporan Awal
Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota
Parepare mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk
menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kota
Parepare paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

I:\'

MUH. ZAINALASNUN, S.IP

Tembusan: =
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare
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Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Golkar

Partai NasDem

Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Keadilan Sejahtera

Partai Hati Nurani Rakyat
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Partai Amanat Nasional
10.Partai Bulan Bintang

11.Partai Demokrat

12.Partai PERINDO

13.Partai Persatuan Pembangunan
14.Partai Ummat
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